
NOMOR:9 

BERITADAERAH 
PROVINSIJAWATENGAH 

TAHUN: 2007 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
. NOMOR 9 TAHUN 2007 

TENTANG 

STAND AR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN DI 
BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN 
SARANAPARIWISATADINASPARIWISATAPROVINSI 

JAWATENGAH 

GUBERNURJAWATENGAH, 

Menimbang : a. bahwa guna meningk atkan ckualitas 
penyelenggaraan pelayanan Balai Pelayanan 
Infonnasi clan Pengelolaan Sarana Pariwisata 
Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang 
transparan dan akuntabel serta efektif dan 
efisieri, maka perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan; 

b. bahwa berdasarksn pertimbangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3176); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 

. Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikaan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
JalanProvinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Norn or 26) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi-Dan Tata 
Kerja Dinas Kesejahteraan' Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 

4. 

sebagaimana dimaksud huruf a, agar 
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 
berhasilguna, maka perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai 
Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana 
Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah; 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengan; 

Undang-Undang Nomor9Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3827); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikindonesiaNomor4437)sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor __ 
8 Tahun 2005 tenta.I_1g Penetapan Peraturari 
Pemerintah Penggann Undang-Undang NoII\or 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2?0� · 
tentang Pemerintahan Daerah Men1ad1 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4548); 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentangPeraturanDisiplinPegawai Negeri Sipil 

2. 

1. Mengingat 
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6. 

Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikaan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Nam or 3 Seri D Nomor 
3); 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Da_n 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisa� 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan U saha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pe�an 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dmas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian �an( 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dmas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan · 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Norn or 1 Tahun 
2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan 
Koperasi Dan UsahaKecil Menengah, Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 
Pertanian TanamanPangan, Dinas Petemakan, 
Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 5 Seri D Nomor 5); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah · 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata 
Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 Nornor 4 
Seri C Nomor 1 ); 

8 Keputusan Menteri Pariwisata, Pas Dan 
Telekamunikasi Nomor KM. 73/PW.105/ 
MPPT-85 Tahun 1985 tentang Peraturan 
Usaha Rumah Makan; (- . 

9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pas Dan 
Telekamunikasi Nomor KM.95/HK. l 03/ 
MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Dan 
Penggolongan Restoran; 

10 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan 
Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/ 
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MPPT-88 tentang Pramuwisata dan 
PengaturWtsata; 

11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan 
Telekomunikasi Norn or KM. l 0/PW. l 02/ 
MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro 
Perjalanan Wisata danAgen Perjalanan Wisata; 

12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan 
Telekomunikasi Norn or KM. 9/PW. l 02/ 
MPPT-93 Tahun 1993 Tentang Usaha Jasa 
Boga; 

13. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan 
Pariwisata Nomor Kep. 012/MKP/IV/2001 
Tahun 2001 tentang Pedoman Um um Perijinan 
Usaha Pariwisata; 

14. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan 
Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 
tentang PenggolonganKelas Hotel; 

15. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; r 

16. Keputusan Menteri PendayagunaanApar� 
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 
tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan 
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; 

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah; 

Menetapkan 

18. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 36 
Tahun 2002 Tentang Penjabaran Tugas Pokok 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata 
Provinsi Jawa Tengah; 

19. Keputusan Gubenur Jawa Tengah Norn or 21 
Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok 
Dan Fungsi Balai Pelayanan Informasi & 
Pengelolaaan Sarana Pariwisata pada Dinas 
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 

l\1EMUTUSKAN: 

.PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYANAN Dl BALAI 
PELAYANAN INFORMASl DAN 
PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA 
DINAS PARIWISATA PROVINS! 
JAWAIBNGAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

2. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah. 



4. Balai adalah Balai Pelayanan Informasi clan Pengelolaan Sarana 
Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 

5. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelayanan Infonnasi dan 
Pengelolaan Sarana Pariwisata di lingkungan Dinas Pariwisata 
Provinsi Jawa Tengah. 

6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan 
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 
wajib ditaati oleh pemberi clan atau penerima pelayanan. 

7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis clan administrasi 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 

8. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

· pelayanan. 
9. Petugas yang ditunjukadalah Petugas Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Tengah. 
1 O. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha- 
usaha yang terkaitdi bidang kepariwisataan. r"' 

11. Usaha JasaPanganadalah usahayangmenyediakanjasa pela� 
makan clanminum untuk um um yang dikelola secara komersial, 

12. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat 
di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi 
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan danminuman bagi 
um um di tempat usahanya clan memenuhi ketentuan persyaratan. 

13. Ru.mah Makan adalah setiap tern pat usaha komersial yang ruang 
lingkup kegiatannyamenyediakanhidangan dan minuman untuk 
um um di tempat usahanya 

14. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh 
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suatu hotel baik yang berupa izin maupun sertifikat, kelaikan yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah untuk dapat beroperasi. 

I 5. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan 
perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata. 

16. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan. 

17. U saha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan 
informasi, penyebaran informasi kepariwisataan. 

18. Pelayanan Sarana Pariwisata adalah usaha penyediaan fasilitas 
sarana pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata. 

BAB II 

VISI DAN MISI 

Pasa12 
( 1) VISi Balai adalah terwujudnya kepariwisataan Jawa Tengah menjadi 

industri pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan 
budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong 
pertumbuhan wilayah, serta berwawasan lingkungan. 

(2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
maka misiBalai, yaitu: ( 
I. meningkatkan citra positifkepariwisataan Jawa Tengah, baik 

Iokal, regional, nasional maupun internasional; 
2. mengangkat nama Jawa Tengah ke forum nasional dan 

intemasional sebagai tujuan wisata utama dengan daya tarik 
wisata yang khas. 

3. meningkatkan manajemen kepariwisataan untuk dapat 
bersaing secara global; 
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4. mendorong tumbuhnya pasar wisata berdasar potensi yang 
dimiliki dan mendorong tumbuhnya investasi di bidang 
pariwisata, melalui pengembanganjaringan pemasaran 
pariwisata nasional maupun intemasional; 

5. meningkatkan kualitas sumber dayamanusia, memberdayakan 
masyarakat dan dunia usaha; 

6. meningkatkan usaha masyarakat di bidang pariwisata yang 
mampu meningkatkankesejahteraan; 

7. menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah dengan 
mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi wilayah; 

8. mendorong kerjasama antar sektor, wilayah, di Jawa Tengah, 
(regional, nasional, dan intemasional) serta antar pelaku 
pariwisata; 

9. meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan 
kepariwisataan; . 

10. meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam dan 
budaya. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 
(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Balai, agardapat memberik:an pelayanan secara efektif clan efisien. 
(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Balai, agar dapat memberik:an pelayanan publik secara efektif dan 
efisien serta transparan dan tepat waktu sesuai dengan visi dan 
ID1Sl. 
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BAB IV 
STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN 

Pasal 4 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I, Peraturan Gubemur ini. 

Pasa15 
Mekanisme Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 6 

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran ill, Peraturan Gubemur ini. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini 
sepanjangmeng�knis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 8 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera�� Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provms1 Jawa Tengah. 
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Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 30 Januari 2007 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Januari 2007 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJIJONO 

BERITADAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 
TAHUN 2007 NOMOR 9 

142 



LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 9 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
l;lALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

JENIS PROSED UR WAJCTU SARAN A KOMPETENSI SANKSI 
NO PELAYANA!- PERSYARATAN PELAYANAN PENYl!LESAIAN BIAVA PRODUK PRASARANA PE TU GAS 

TEMPAT 
PETUGAS .. ELANGGAI' 

I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12 

I Jasa I PNS/Umum I Tamu Check In atau J 10 (sepuluh) Sesuai Kamer dan Tempat tidur - Pendidikan min Peraturan Sanksi • Hotel 
Akomodui 2 Menyampaikan posan kamar melalui men it daftar tarip "*'l!kaf>OMYI . Air panas SLTA/Sederajat Pemerintah administras, Garuda 

ldentitas (KTP, ro1epsionist yans TV Memahami Nomor JO sesuai tala di 
SIM, Pasport) 2 Petullll kamar/Room 2· IS (lima belu) berlalcu Meja kursi tentana Tahun 1980 tertib yana Kopen1 

3 Membayar sesuai Service menyiapkan men ii . Loby perhotelan/ bhs ten tang ber1aku 
harga kamar kamar yana sudoh J 10 (sepuluh) Dapur lngris Peratunn • Hotel 

4 Mentuti tata dip111an Temp at Bersikap Di11plin Pm111110- 
tertib yana 3. Tamu check Out 

men it parkir Disiplin Pejlawai san di 
ber11ku di hotel (Tamu meninaaalkan 4· JO (sepuluh) Restaurant Tan111una Negeri Sopil T1w1n1 

Hotel) me nit Ta man jawab Man au 
Ramah 

- Sopan santun Hotel 
- Jujur Mel au 

KerJasama di 
Teliti dalam KarioJu,. 

bekerja jaw a 

Ho1el 
Pondok 
Slamet 
Batu- 
rad en 



JENIS PROSED UR WAKTU SARAN A KOMPETENSI 
SANKSI 

TEMPAT 
NO IPELAVAN.U PERSVARATAN PELAVANAN Pl!NVl!Ll!SAIAN BIAVA PROD UK PRASARANA Pl!TUGAS Pl!TUGAS ·- ·------ 

I 2 3 4 s 6 7 I 9 10 II 12 

2. Sew a I. PNS/Umum I. Tamu datana I. S(lima) monit Sesuai Pelayanan Goduna Pondidikan min Peraturan Sanksi 

Gedun1 2. Menyerahkan lanasuna atau minta dal\ar tarip j111 1ewa pert emu an SLTA/ Pemerintah administrui 

Pertemv,n BulctiDiri/ informasi di baaian yan1 pemakaian denpn kapuitu sederajat Nomor 30 sesuli tata 

JdentitH Diri reception berlaku Geduna so 0 ...... Borsikap. Tahun 1910 tenib yang 

3 Mentaati 2. Petuaas men�atat 2. 30(Tiga puluh) pertemuan Kuni I Di1iplin tent an a borloku 

Peraturan yang dalam buku men it don Meja 2. Tan111una Peraturan 

berlalcu dan ada 13. Penyiapan ruanaan OHP jaw ab Disiplin 

yang beaerta kolenskapan· . Sound 3. Romah Pegawai 

bertanuunsjawab nya petuKH system 4 Sopan santun Neueri Sipil 

4. Membayar uana 14. Membayu sesuai 3. I O(sepuluh) monit Toilet S. Jujur 
muka sesuai kecentuan hara• 6.Kerjauma 
peraturan 7. Teliti dalam 
(sebolum bekerja 
pomokaian) 

s. Melunasi 
pembayaran 

- ,__ 

\ 

NO 
JENIS PROSED UR WAKTU SANKSI 

PERSVARATAN SARAN A KOMPETl!NSI 
PELAVANM PELA VAN AN PENVl!Ll!SAIAN BIAVA PROD UK TEMPAT PRASARANA PETUGAS PETUGAS ff'L\NG()A), 

I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12 

3. Rekreui Ai I. Masyaralcu Mornbeli tiket S (lima) monil Sesuai tarip 
Umum 

. Jet Ski I. Jet Ski(satu) I. Pendidikon Peraturan Sanlui Rut Area· . Mentuti tata tertib 
2. Menaikuti dan panduan teknis 

yana Kap al buah minimal Pemerinta! admln1tru i Kab T .. a 
berlaku wisata 

asur1n1i pemakaion jet ski 
2 Kapal wisat SLTA/ Nomor 30 sesuai tata 

3. Batuan waktu 
I (satu) bual sederajat Tahun 198( lertib yan11 

4. Ma�imum Baju 2 Memahami tentanti berloku 

penumpana 3 pelampung tenting mesin Peraturan 

(tip) orana Kamu gant" 3. Pernah Disiplin 

termaNk Garasi let mengikuti Pegawai 

pendampina So SAR Nqeri Sipi 

s. Mempunyai Ruan a 4. Mempunyai 
tidcet tungau keahlian 

6. Mematuhi tata Toilet ber8nans 
tertib Tompat bila, 

7 Bisa berenang Bersikap: 
I.Disiplin 
2. TanBIIU•S 

jawab 
).Ramah 
4. Sopan santun 
S. Jujur 
6.Kerjuama 
7 Teliti dalom 

bekerja 

-. 
I'- 



•. 
SANKS! 

SARAN A KOMPETENSI TEMPAT 
JENJS PROSl!DI.Jll WAKTU BIAYA PROD UK PRASARANA PETUGAS PETUGAS PS.ANGGAN 

NO DEi.AYANA!- Pl!RSYARATAN PELAYANAN Pl!NYl!Ll!SAIAN 
9 10 II 11 

6 7 I 
4 ' I Kari- I 1 l I. Pendidikan min Per1turan Sn, 

, (lirna menit) sesuai tarip Makanan dan I. Ruana admini1tra1i mu,Wawa 
Tanu Hottl I. Menyambut . makanuntuk SLTA/ Pemcrintah 2 Rest 4. Restaurant 

kedatanaan tamu di yana mi nu man 
sederajat Nomor 30 sesuai tata Masyarakat beriaku 2,0.-..a tertib y1ng area 

Umum Hotel (baik 2. Meja 2. Memahami Tahun 1910 K1b. 
rombonaan, 3. Kuni tentana tentana berllku Tegal 
peroranaan, VIP) 10 (,epuluh) menit 

4. Wastafel makanan I Peraturan 
l. Waiter menyodorkan s. Sound mi nu man Disiplin 

menu kepada tamu , (lima) menit 
sy1tem 3. Mengerti tata Pegawai 

b. Waiter menyorahkan 6. Tempat cara memaaak Neaeri Sipil 
pesanan kepada juru 

�enyesuaikan jenis parkir 4. Bin membuat 
masak berbasai 

4 Juru maslk menaolah maukan masakan 
muwn sesuai yana (jawa, eropa. 
dipesan 

, (lima) menit 
china) 

' Waiter menyajikan 
m111k1n kepada Benikep 
11mu 

• , (lima) menit 
I.Disiplin 

ii Tamu membayar di 2.Tanaauna 
kuir jawab 

3.Ramah 
4. Sopan santun 
S.Jujur 
6.Kerjuama 
7. Tetiti dalam 

bekerja 

-, 

I\ 

/ENIS PROSED UR WAKTU SARAN A KOMPETENSI SANKSI 
NO PELAYAN.V PERSYARATAN Pl!LAYANAN BIAYA PROD UK PRASARANA PETUGAS TEMPAT Pl!NYELl!SAIAN PETUGAS Pl!L\NGGAN 

I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

s Pelayanan Muyarakat umum I M11yarakat umum, Teraan1una dari Tidak di I Pelayanan I Counter I. Minimal DJ I .Perinaata Sesuai I JI. 
lnformasi wisman, Wisnus dan Wi1man, Wisnus kebutuhan pencari pungut informasi pemberian 2. Berb1ha11 2 Skorsina aturan dan Pemuda 
Pariwisata Pelaku pariwisata dan pelaku informasi biaya 2. Brasure lnformasi asina (inaaris. 3 PHK tata tertib No 147 

pariwisata datana: 3 Majalah 2 Tempat dll) secan 1esuai yang Sma 
secara lanasuna atau 4 Peta brosur aktif perjanjian bertaku 2 Bandar& 
dapat meminta l RakBuku J.Memah�ffli kontrllk boa A Yani 
informasi melalui 4 Telepon dan mengenal tena11 s.n.,.,. 
telpon s Buku tamu obyek dan honorer 3 Pelabuhar 

2 Tamu yana detana 6 Tempat daya tarik 4 Sedangka, Karimur 
lanasuns mengisi parlor wisata di PNS J&WI 
bulcu tamu 7 AC Jateng diberikan 4 JI 

3 Petugas bagian 8. Ruana 4. Berwawasan sanksi Mlli:mu 
informasi tunagu tentana Peraturan Jo111a 
memberikan 9. Toilet kepariwisataan Pemerintal , JI. Kuta 
inform11i Nomor 30 Raya, 

Tahun 198( � ........ Bali 
Peraturan 
Disiplin 
Pogawai 
Neaeri Sipi 

\ 
; 



KOMPl!TENSI SANK SJ SAAANA TEMPAT PROSl!Dllll WAKTU BIAYA PROD UK PRASARANA PETUGAS PETUGAS ,_.__ .. JENIS 

5---- '"" NO IPELAYANAJI PHllSYARATAN Pl!LAYANAN Pl!NYl!LESAIAN 

12 9 10 II 5 6 7 • ) 4 I l 

Benikap · 
I Dislptin 
2.Ta1181Un& 

jawab 
3 Ramah 
4.Jujur 
S. Kerjuam1 
6. Teli1i dal1111 

bekerja 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 

LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 9 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

MEKANISME PELA YANAN BALA! PELAYANAN INFORMASI DAN 
PENGELOLAAN SARANAPARIWISATADINAS PARIWISATA 

PROVINS! JAWATENGAH 
A. PELAYANAN JASAAKOMODASI 

TAMU 
Perorangan I rombongan 

Datang melalul pernesanan 
Lewat : Telpon, Surat Datang secara langsung 

PENERIMA TAMU I · ......, 
RECEPTIONIST 

PELAYANAN 



� B. PELAYANAN GEDUNG PERTEMUAN 
0 

TAMU 

. , . 
Datang melalui pemesanan Datang secara langsung 
Lewat : Telpon, Surat 

. PENERIMA TAMU I , 
� RECEPTIONIST - 

� 
PELAYANA�\ J CASHIER I �I 

C. PELA YANAN JET SKIIKAPAL WISATA 

1: '. 

TAMU/PENGUNJUNG 

• .. �, � 
Datang melalui pemesanan Datang secara langsung Lewat : Telpon, Surat 

. ' � .. : 
•.i 

,.:I 

. PETUGAS TICKET ,-:: . . 

'""' '. I \PELAYANAN I • : JETSKI/KAPAL WISATA I : I 



...a. 
� D.PELAYANANRESTAURANT 

' .. ' . 
TAMU 

•IP •l> 

Datang melalui pemesanan Datang secara langsung Lewat : Telpon, Surat 
' r_,!.L,'!· 

JURUMASAK 

l r 
; 

WAITER ,� 
r r- 

., 
PELAYANAN - - J CASHIER I \ I .. 

•·. 

E. PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA 

TAMU 

•IP 
' 

lnformasi tewat: 
Datang secara langsung Telpon, Surat 

PETUGASTIC 

l 
PELAYANAN 

1 
BAHAN INFORMASI 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 



LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 9 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

MEKANISME PENGADUAN PELA YANAN 
BALA! PELA YANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN SARANAPARIWISATA 

DINAS PARIWISATA PROVINS! JAWA TENG AH 

TAMU KE PALA 
BALAI SUBAG TU/SEKSI 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 


